Rabu, 17 Juni 2020

Kasus Paniai dan Janji Presiden

Nasih pengusutan kasus Paniai mirip dengan sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu
lainnya yang tak jelas ujungnya. Presiden punya otoritas dan janji uniuk menuntaskannya.

Labirin yang tak In-|1e-p| me-
lainkan lorong yang memiliki
wjung. Ini pula yang diharap-
kan saat penyelidikan kasus
dugaan pelanggaran hak asasi
manusia berat di Paniai, F!
puea, kahun 20014 telah ditun-
taskan Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia. Hanya, untuk
Riha ol ng lorong bukan
perkara mudah.
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u konflik itu diperoleh
tim Komnas HAM saat me-
nelusuri fakta di lapangan, tiga

setelah insiden terk
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fanteri 7 rga Vira Tama
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kan tim.

Fakta itu di antaranya pe-
mukulan 12 anak dan penem-
bakan seorng anak di kavwas

Padahal, menurt Ketua
Komnas HAM Ahmad Taufs
Damanik, dokumen yang di-
minta kejaksaan tak mungkin
hisa dipenuhi pihaknya. Pasal-
hagai penyelidik. Kom-
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“Sama seperti perkara pida-

men lain, Kesimpulan dari ha-
- na wmum atau tindak pidana

sil penyelidikan itu, pel ar
an HAM berat terjadi dalam

pada 7 Desember 2004. Tiga
leta lain terjadi di Lapangan
Karel Gobay. Komnas HAM
Jjuga menemukan penggunaan
peluru tajam yung mencwas-
kan empat warga, pemukulan
belasan wargs menggunakan
popor senjata, dan tindakan
kasar terhadap kaum perem-
puan keluarga korban

Dengan keyakinan i,
Komnas HAM lantas memye-
rahkan berkas hasil penyeli-
dikanmnya ke Kejaksaan Agung
(Kejagung) pada Februari

nurut Deputi Direktur Lemba-
ga Studi dan Advolkasi B
rakat (Elsam) Watyudi Dj

nyidik. bukan dikomentari,”

Menurut diz, petunjuk dari
kejaksaan yang harus dileng-
k

nangan menyita dolumen.
Justru kejaksaan sehagai pe-
nyidik memiliki kewenangan
n dan seharusnya bisa
menyita dokumen yang dibu-

leowi turun ['.II'I;?,:ID =aat me-
lihat dua institusi negara, K
Jagung dan Komnag HAM,

mun, Panglima Komando

meningkatkan kasus Pa-
ke tingkat penyidikan se-
belum dilimpahkan ke peng

ika masih kurang jelas,
Kejagung membuka ruang se-
luas-luasnya hagi Komnas

residen memiliki oloritas
pcnuh untuk meenyebesaikan

Pelanggaran terjadi

dimi itai pertanggungjaws

HAM berat Abepura, Timor
Timur, dan Tanjung Priok. Da-
loom keasus itu, kejaksann yang
menyita dokumen yang dibu-
tuhkan sehingga perkara dapat
dll:\ngm:?km ke pengadilan.
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Komnas HAM juga telah me-
minta keterangan sejumlah pe-
Jjabat, penangging jawah kea-
manan, serta petugas keaman-
an saat peristiwa terjadi. Tidak
ketinggalan, keterangan resmi

ballkan berkas penyelidikan ke i
5 1 bumi Papua. Sehah, penyele-

saian kasus-kasus dugnan pe-

ggaran HAM beral masa la-

agar kasus Paniai diinvestigasi
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tahap penyidikan. Komnas
HAM mencoba memperbaiki-

tetap berkubuh dengan siks

nyd. Kepala Pusat Penerangan yang diharapkan masyarakat
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dl Istana \-1LT[|L|(.L Jakarta, se-
hari sebelum Presiden berang-
Papus untuk kunjungan

ulang ke Kejammg. Lagi-lagi
berkas dikembalikan dengan

rium forensik telah dikantongi

Komnas HAM beserta doku petunjuk dari penyidik, Pengetahuan Indonesia (LIPT)

di Papua sejak 2008 yang ter-
Jakan Papua,

alan \]r_nu—

A0 Agustus 2009, cilwhulk.u n,
menuntaskan kasus pelanggar-
an HAM berat masa lalu di
Papua dan menmyeret pelaku-
nya ke pengadilan HAM men-
jadi salsh satu kunci mencegah
konflik terus berulang di Pa-
puan

Seluin kasus Pan

!
HAM berat masa lalu bain di
Papua yang masih jadi peker-

Wamena tahun 2003

Pemilu presiden

Pentingnya Presiden Jokowi
purun tangan di tengah bo-
lak-halik berkas Paniai antara
Kejmpung dan Kemnas HAM
Jjuga karena penyelesaian kasus
pelanggaran HAM berat masa
lalu merupakan bagian dari
Jjanjinya zast maju di Pemilu
Presiden 2014 dan 2019,

Untuk diketahui, selain Pa-
niai, masih banyak kasus duga-
an pelanggaran HAM berat
Lllu yang belum ditun-
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1097-1998, kerusuhan Mei
lsus pene I'I'IIl.I|v«I n Tri
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(Lampung) tahun 199, peris

kas penyelidikan yang dibuwat
Komnasz HAM bol lik dari
Komnas HAM ke Kejapung.
Jika kasus Paniai saja sulit
dituntaskan, wajar kemu-
dian puhlik pesimi
den memenuhi janji
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myelesaikan kasus-kasus terse
but,

Terlebih, dibandingkan ka-
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Komnas HAM, arusnya be-
hih mudah diselesaikan
a waktu terjading
tiwa belum terlalu lama dari-

anggung jawab juga masih bi-
sa dimintai keterangan,

Jadi, hingga kapan publik
harus menanti kasus-kasus pe-
langgaran HAM berat masa la-
T itn terungkap dan pelaku-
nya diseret ke pm-udil.m"
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